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ABSTRACT; In the KUHP and KUHAP, there are various forms of crime, such 

as crimes against the state, crimes that endanger the lives of oneself and others, 

abuse and loss of life. Criminal cases, especially murder, rape, domestic violence, 

are very difficult to find evidence of the crime, perpetrators who plan crimes will 

destroy evidence and commit crimes in a quiet environment to avoid witnesses. 

This makes it difficult for investigators to search for suspects. The action that can 

be taken is to carry out a post-mortem, to provide additional evidence that the 

crime actually occurred. The forensic autopsy process is carried out with the 

consent of the victim's family or guardian to search for material truth.  

Keywords: Evidence, Crime, Forensic Autopsy.  

ABSTRAK; Dalam KUHP dan KUHAP terdapat berbagai macam bentuk 

kejahatan seperti kejahatan terhadap negara, kejahatan yang membahayakan 

nyawa diri sendiri dan orang lain, penganiayaan dan penghilangan nyawa. Kasus 

tindak pidana terutama pembunuhan, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah 

tangga sangat sulit untuk menemukan bukti-bukti kejahatan, pelaku yang 

merencanakan kejahatan akan menghilangkan barang bukti dan melakukan 

kejahatan di lingkungan yang sepi guna menghindari adanya saksi. Hal ini 

membuat penyidik sulit menemukan tersangka, tindakan yang dapat dilakukan 

adalah dengan melakukan Visum, untuk menjadi bukti tambahan bahwa tindak 

pidana itu benar-benar terjadi. Dokter selain bertugas mengobati pasien ada 

Sebagian dokter khusus yang bertugas membantu polisi saat proses penyelidikan 

yaitu dengan autopsi terhadap korban tindak pidana, proses autopsi forensik 

dilakukan atas persetujuan keluarga atau wali korban untuk mencari kebenaran 

materiil. 

Kata Kunci: Alat Dan Barang Bukti, Tindak Pidana, Autopsi Forensik. 

 

PENDAHULUAN  

Kedokteran adalah ilmu dan praktik dalam melakukan diagnosis, terapi dan pencegahan 

penyakit. Meliputi berbagai praktik perawatan yang bertujuan untuk mempertahankan dan 

memulihkan kesehatan dan pengobatan penyakit. Di Indonesia, gelar dokter (Dr.) diberikan 

setelah melalui setidaknya 3-3,5 tahun proses pembelajaran dan 1,5-2 tahun praktik klinis ko-
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asistensi di rumah sakit. Setelah setidaknya lima tahun menempuh pendidikan kedokteran, 

seorang mahasiswa kedokteran diwajibkan mengikuti ujian kompetensi. Dokter umum 

adalah  dokter yang diperkenankan untuk melakukan praktik medis tanpa harus spesifik 

memiliki spesialisasi tertentu, hal ini memungkinkannya untuk memeriksa masalah-masalah 

kesehatan pasien secara umum untuk segala usia.   

Tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma mengenai gangguan terhadap tata tertib 

hukum secara sengaja (dolus) maupun tidak sengaja/kelalaian (culpa) yang dilakukan oleh 

pelaku kejahatan. Menurut Simons, tindak pidana adalah kelakuan (handeling) yang diancam 

dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang 

dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab1 Jika dilihat dari sudut teoritis, tindak 

pidana memiliki beberapa unsur: 

a. Perbuatan manusia, suatu tindak pidana bisa terjadi karena adanya keterlibatan manusia 

secara aktif (turut serta melakukan) dan pasif (tidak berbuat) 

b. Sifat melawan hukum, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku harus melanggar norma 

hukum atau melawan hukum yang berlaku. 

c. Diancam dengan pidana, perbuatan tersebut telah ditentukan dalam undang-undang bahwa 

pelaku dapat dikenai hukuman jika melakukan perbuatan tersebut. 

d. Kesalahan, pelaku harus disertai kesalahan atau kesengajaan dalam melakukan tindak 

pidana tersebut. 

e. Kemampuan bertanggung jawab, pelaku harus berakal sehat dan mampu memahami akibat 

perbuatan yang dilakukannya. 

Tindakl  pidanal  pembunuhanl  adalahl  upayal  yangl  dilakukanl  pelakul  untukl  menghilangkanl  

nyawal  seseorangl  secaral  sengaja,l  Pembunuhl  (doodslag)l  itul  diancaml  denganl  pidanal  penjaral  

palingl  lamal  15l  (limal  belas)l  tahunl  (Pasall  338l  KUHP),l  jikal  pembunuhanl  itul  direncanakanl  lebihl  

dahulu,l  disebutl  pembunuhanl  berencanal  diancaml  denganl  pidanal  penjaral  palingl  lamal  20l  (dual  

puluh)l  tahunl  ataul  seumurl  hidupl  ataul  pidanal  matil  (Pasall  340l  KUHP)2.l  Dalaml  pembunuhanl  

berencanal  pelakul  memilikil  waktul  yangl  cukupl  untukl  memikirkanl  rencana,l  waktu,l  alat,l  danl  

caral  yangl  akanl  digunakanl  untukl  pembunuhanl  tersebut.l  Jadil  pelakul  memilikil  jarakl  waktul  

 
1 Tri Andrisman. Hukum Pidana. Universitas Lampung. 2007. Bandar Lampung. 81 
2

l  Juniorl  Imanuell  Marentek,l  “Pertanggungjawabanl  Pidanal  Pelakul  Tindakl  Pidanal  Pembunuhanl  Berencanal  

Ditinjaul  Daril  Pasall  340l  Kuhp,”l  Lexl  Crimenl  8,l  no.l  11l  (2019):l  88–95. 
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antaral  saatl  pelaksanaanl  danl  akibatl  yangl  ditimbulkanl  Ketikal  melakukanl  perbuatanl  tersebut.3l  

Dalaml  tahapl  pemeriksaanl  terdapatl  tatal  caral  autopsi,l  sebeluml  dilaksanakannyal  pemeriksaanl  

luarl  harusl  dimulail  terlebihl  dahulul  denganl  mengidentifikasil  mayat.l  Dokterl  harusl  tahul  denganl  

pastil  bahwal  mayatl  yangl  akanl  diperiksal  betul-betull  mayatl  yangl  dimaksudkanl  dalaml  suratl  

permintaanl  Visuml  etl  Repertuml  yangl  dimintal  olehl  penyidikl  Kepolisian,l  hall  itul  dilaksanakanl  

untukl  menghindaril  penukaranl  mayatl  yangl  mungkinl  terjadil  jikal  mayatl  yangl  diperiksal  lebihl  

daril  satu,l  danl  padal  mayatl  terdapatl  meterail  padal  ibul  jaril  kakil  ataul  padal  bagianl  badanl  mayat.4 

Autopsil  adalahl  prosedurl  untukl  mencaril  tahul  tentangl  sebab,l  cara,l  kapan,l  danl  bagaimanal  

seseorangl  meninggal.l  Prosedurl  inil  jugal  dikenall  sebagail  bedahl  mayatl  ataul  jenazah.l  Prosesl  

autopsil  biasal  dilakukanl  padal  mayatl  denganl  kasusl  kematianl  tertentul  sepertil  akibatl  adanyal  

tindakl  kekerasanl  (KDRT,l  Pembunuhan,l  Bullying),l  korbanl  kecelakaan,l  tindakanl  bunuhl  diril  

ataul  diracun.l  selainl  untukl  menentukanl  akibatl  daril  kematianl  korbanl  autopsil  jugal  dilakukanl  

untukl  kepentinganl  pendidikanl  dalaml  bidangl  kedokteranl  sepertil  mengetahuil  bagaimanal  suatul  

penyakitl  menyebabkanl  kematianl  danl  virusl  yangl  berkembangl  dalaml  tubuhl  manusia.l  Secaral  

umuml  terdapatl  3l  jenisl  autopsi: 

a. Autopsil  Klinis:l  dilakukanl  untukl  menegakkanl  diagnosisl  danl  menyimpulkanl  akibatl  

kematian 

b. Autopsil  Anatomi:l  dilakukanl  untukl  keperluanl  Pendidikanl  dalaml  bidangl  kedokteran 

c. Autopsil  Forensik:l  dilakukanl  atasl  perintahl  daril  pihakl  berwajibl  untukl  kepentinganl  hukum,l  

terutamal  padal  kasusl  kematianl  akibatl  tindakl  pidana. 

Hasill  akhirl  prosesl  pemeriksaanl  atasl  mayatl  seseorangl  yangl  berhubunganl  denganl  

peristiwal  pidana,l  dituangkanl  dalaml  bentukl  surat,l  yaitul  Visuml  etl  Repertuml  (VeR)l  atasl  mayat.l  

Pemeriksaanl  atasl  mayatl  dalaml  pembuatanl  visuml  etl  repertuml  dapatl  dilakukanl  melaluil  2l  (dua)l  

cara,l  yaitul  pemeriksaanl  luarl  mayatl  danl  pemeriksaanl  dalaml  mayatl  (bedahl  mayat/autopsil  

forensik)5
l  Kematianl  korbanl  yangl  disebabkanl  karenal  tindakanl  kekerasanl  orangl  lainl  ataul  matil  

secaral  alamiahl  (naturall  death),l  dapatl  diketahuil  daril  bedahl  mayatl  forensik.l   

 
3

l  Ewisl  Meywanl  Batas,l  “Tindakl  Pidanal  Pembunuhanl  Berencanal  Menurutl  Pasall  340l  Kitabl  Undang-l  Undangl  

Hukuml  Pidana”l  V,l  no.l  Augustl  (2016):l  118–25. 
4

l  Heril  Purwantol  Luthfil  Aryal  Ravil  Pambudi,l  “Peranl  Bantuanl  Ahlil  Ilmul  Kedokteranl  Forensikl  Dalaml  Peranl  

Bantuanl  Ahlil  Ilhmul  Kedokteranl  Forensikl  Dalaml  Pembuktianl  Perkaral  Tindakl  Pidanal  Pembunuhanl  

Padal  Tahapl  Penyidikan,”l  Medial  ofl  Lawl  andl  Sharial  1,l  no.l  2l  (2020):l  95–105,l  

https://doi.org/10.18196/mls.v1i2.8345. 
5

l  Marentek,l  “Pertanggungjawabanl  Pidanal  Pelakul  Tindakl  Pidanal  Pembunuhanl  Berencanal  Ditinjaul  Daril  Pasall  

340l  Kuhp.” 
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Posisil  pentingl  danl  strategisl  autopsil  forensikl  tidakl  hanyal  bertujuanl  mengetahuil  

penyebabl  kematianl  seseorang,l  namunl  daril  perspektifl  hukuml  pidana,l  tujuanl  dilakukanl  autopsil  

forensikl  berhubunganl  denganl  penentuanl  kesalahanl  terdakwal  adanyal  hubunganl  kausall  antaral  

perbuatanl  terdakwal  denganl  akibatl  kematianl  korban.l  Autopsil  forensikl  bertujuanl  untukl  

mendapatkanl  petunjukl  yangl  akanl  digunakanl  untukl  kepentinganl  penegakl  hukuml  dalaml  tahapl  

penyelidikan,l  penyidikanl  danl  padal  saatl  pembuktianl  perkaral  dil  pengadilan. 

 

Rumusanl  Masalah 

1. Bagaimanal  pembuktianl  dalaml  tindakl  pidana? 

METODE PENELITIAN   

Penelitianl  inil  termasukl  dalaml  penelitianl  hukuml  normatif.l  Penelitianl  inil  bertujuanl  untukl  

mengidentifikasil  aturan-aturanl  hukuml  danl  prinsip-prinsipl  hukum.l  Metodel  penelitianl  inil  

menggunakanl  sumberl  datal  primerl  danl  sumberl  datal  hukuml  sekunder,l  menggunakanl  

pendekatanl  perundang-undanganl  (statuel  approach)l  danl  pendekatanl  konseptuall  (conceptuall  

approach). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Kedudukanl  Visuml  etl  Repetuml  sebagail  alatl  buktil  dalaml  Tindakl  Pidana 

Prosesl  pembuktianl  ataul  membuktikanl  mengandungl  maksudl  danl  usahal  untukl  

menyatakanl  kebenaranl  atasl  sesuatul  peristiwa,l  sehinggal  dapatl  diterimal  akall  terhadapl  

kebenaranl  peristiwal  tersebut,l  pembuktianl  memilikil  artil  bahwal  suatul  tindakl  pidanal  benar-

benarl  terjadil  danl  terdakwalahl  yangl  bersalahl  melakukannyal  danl  dapatl  bertanggungl  jawab.l  

Menurutl  Sudiknol  Mertokusumol  membuktikanl  dalaml  artil  yuridisl  yaitul  memberil  dasar-dasarl  

yangl  cukupl  kepadal  hakiml  yangl  memeriksal  perkaral  yangl  bersangkutanl  untukl  memberil  

kepastianl  tentangl  kebenaranl  peristiwal  tindakl  pidana.6 

Visuml  etl  Repertuml  yangl  dijadikanl  sebagail  alatl  buktil  dil  pengadilanl  tetapil  masihl  beluml  

dapatl  membuktikanl  kasusl  tindakl  pidana,l  makal  hakiml  dapatl  memintal  keteranganl  ahlil  ataul  

diajukannyal  bahanl  barul  sepertil  yangl  tercantuml  dalaml  KUHAPl  memungkinkanl  dilakukanl  

pemeriksaanl  ataul  pencarianl  alatl  buktil  ataul  barangl  buktil  baru.l  Bagil  penyidikl  VeRl  bergunal  

untukl  mengungkapl  suatul  perkara,l  bagil  penuntutl  umuml  (Jaksa)l  hall  inil  digunakanl  untukl  

 
6

l  Hansl  C.l  Tangkau,l  “HUKUMl  PEMBUKTIANl  PIDANA,”l  Karyal  Tulisl  Ilmiah,l  2023,l  8–11,l  www.smapda-

karangmojo.sch.id. 
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menentukanl  pasall  yangl  akanl  digunakanl  untukl  menjatuhkanl  ataul  membebaskanl  seseorangl  daril  

tuntutanl  hukum,dalaml  pembuatanl  VeRl  harusl  sesuail  denganl  Standarl  Operasionall  Prosedurl  

(SPO)l  rumahl  sakit.l   

Ketentuan-ketentuanl  yangl  harusl  adal  dalaml  pembuatanl  VeR: 

a. Diketikl  dil  atasl  kertasl  berkepalal  suratl  instansil  pemeriksa 

b. Bernomorl  danl  bertanggal 

c. Mencantumkanl  katal  “Prol  Justicia”l  dil  bagianl  kiril   

d. Menggunakanl  Bahasal  Indonesial  yangl  baikl  danl  benar 

e. Tidakl  menggunakanl  singkatan,l  padal  bagianl  deskripsil  temuanl  pemeriksaan 

f. Tidakl  menggunakanl  istilahl  asing 

g. Ditandal  tanganil  danl  diberil  namal  jelas 

h. Berstempell  instansil  pemeriksal  tersebut 

i. Diperlakukanl  sebagail  suratl  yangl  harusl  dirahasiakan 

j. Diberikanl  kepadal  penyidikl  yangl  memintal  dibuatl  VeR,l  jikal  adal  lebihl  daril  satul  instansil  

yangl  memintal  VeRl  (penyidikl  POLRIl  danl  penyidikl  POM),l  kedual  instansil  berhakl  

mendapatl  VeRl  asli 

k. Salinannyal  diarsipkanl  denganl  mengikutil  ketentuanl  arsipl  padal  umumnyal  danl  disimpanl  20l  

tahun7 

Advokatl  sebagail  salahl  satul  penegakl  hukuml  memilikil  wewenangl  untukl  memnerimal  

penjelasanl  mengenail  suatul  alatl  buktil  danl  barangl  buktil  yangl  akanl  digunakanl  dalaml  hukuml  

acaral  pidana,l  salahl  satunyal  adalahl  alatl  buktil  autopsil  forensik.l  Advokatl  mengikutil  prosesl  

pemeriksaanl  untukl  mengetahuil  sejauhl  manal  perkembanganl  kasusl  tindakl  pidanal  termasukl  

padal  saatl  prosesl  pengumpulanl  barangl  buktil  denganl  tujuanl  pembuktian.l  Advokatl  turutl  sertal  

mengawasil  prosesl  autopsil  untukl  mengetahuil  fakta-faktal  kasusl  tindakl  pidanal  yangl  terjadil  danl  

advokatl  berwenangl  mengajukanl  pertanyaanl  kepadal  dokterl  yangl  membuatl  VeRl  selamal  prosesl  

persidangan.l  Dalaml  persidanganl  denganl  kasusl  tindakl  pidanal  pembunuhanl  dokterl  ahlil  perlul  

dihadirkanl  untukl  menjelaskanl  hasill  daril  VeR,l  karenal  penyidikl  tidakl  dapatl  mengetahuil  tindakl  

criminall  apal  sajal  yangl  dilakukanl  pelakul  terhadapl  tubuhl  korban,l  pembuktianl  inil  memerlukanl  

penjelasanl  daril  kedokteranl  denganl  autopsil  forensik.8 

 
7

l  Dedil  Afandi,l  “Visuml  etl  Repertuml  Padal  Korbanl  Hidup,”l  Jurnall  Ilmul  Kedokteranl  3,l  no.l  2l  (2019):l  79–84. 
8

l  Fadlyl  YDl  Mohd.l  Yusufl  Daengl  M,l  Geofanil  Milthreel  Saragih,l  “ANALISISl  YURIDISl  PERANANl  PENEGAKl  

HUKUMl  DALAMl  HALl  AUTOPSIl  FORENSIKl  DALAMl  TINDAKl  PIDANAl  PEMBUNUHAN,”l  Jurnall  

Ilmul  Hukuml  11,l  no.l  2l  (2022):l  1,l  https://doi.org/10.30652/jih.v11i2.8306. 
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Visuml  etl  Repertuml  termasukl  merupakanl  alatl  buktil  suratl  yangl  dibuatl  olehl  dokterl  yangl  telahl  

mengucapkanl  sumpahl  jabatan,l  memuatl  laporanl  berdasarkanl  padal  hasill  pemeriksaanl  terhadapl  

apal  yangl  diperiksal  disertail  kesimpulanl  berdasarkanl  analisisl  profesionall  kel  ilmuannya.l  Hasill  

VeRl  digunakanl  untukl  menemukanl  fakta-faktal  barul  mengenail  sebabl  kematianl  korbanl  sertal  

waktul  hilangnyal  nyawal  korban.l  Selamal  prosesl  pemeriksaanl  hanyal  pihakl  yangl  berkepentinganl  

yangl  dapatl  melihatl  autopsil  forensikl  sepertil  dokterl  yangl  melakukanl  autopsi,l  pihakl  kepolisianl  

danl  advokatl  jikal  memangl  diperlukan.l  Dalaml  prosesl  peradilan,l  jikal  hakiml  merasal  ragul  

terhadapl  hasill  Visuml  etl  Repertum,l  makal  hakiml  dapatl  memanggill  dokterl  yangl  membuatl  Visuml  

etl  Repertuml  kel  sidangl  pengadilanl  denganl  tujuanl  menjelaskanl  danl  mempertanggungl  jawabkanl  

VeRl  tersebut. 

2. Kewenanganl  Kepolisianl  dalaml  Autopsil  Forensik 

Dalaml  penangananl  suatul  kasusl  tindakl  pidanal  penyidikl  memilikil  tugasl  untukl  mencaril  

bukti-buktil  kejahatanl  danl  mencaril  saksil  dalaml  kasusl  tersebut,l  dalaml  kasusl  kematianl  yangl  

bukanl  akibatl  daril  penyakitl  autopsil  forensikl  menjadil  caral  untukl  mengetehauil  penyebabl  

kematianl  korban.l  Autopsil  dapatl  dilakukanl  atasl  persetujuanl  kelurgal  ataul  walil  korbanl  dokterl  

akanl  melaksanakanl  autopsil  forensikl  setelahl  menerimal  suratl  permintaanl  tertulisl  daril  pihakl  

kepolisian,l  permintaanl  tersebutl  harusl  tertulisl  secaral  rincil  memintal  dilakukannyal  pemeriksaanl  

dalaml  danl  luarl  tubuhl  mayat. 

Pihakl  keluargal  korbanl  yangl  menolakl  dilakukannyal  autopsil  denganl  berbagail  alasanl  akanl  

adanyal  kcacatanl  padal  mayat,l  pencurianl  organl  mayat,l  pemalsuanl  buktil  VeRl  demil  kepentinganl  

pihakl  tertentu,l  penundaanl  pemakamanl  mayatl  danl  kurangl  pemahamanl  mengenail  pentingnyal  

dilakukanl  autopsil  forensik.l  Sebagail  penyidikl  berkewajibanl  menjelaskanl  kepadal  keluargal  

korbanl  pentingnyal  dilakukanl  autopsil  forensik.9l  Dalaml  pasall  18l  KUHAPl  disebutkanl  

menegenail  kewenanganl  kepolisianl  dalaml  prosesl  pemeriksaanl  autopsi. 

a. Melakukanl  penyelidikanl  danl  pemeriksaanl  terhadapl  peristiwal  yangl  timbull  dalaml  

Masyarakatl  yangl  didugal  terdapatl  pelanggaranl  hakl  asasil  manusial  yangl  berat 

b. Menerimal  pengaduanl  ataul  laporanl  terjadinyal  pelanggaranl  hakl  asasil  manusial  sertal  

mencaril  keteranganl  danl  bukti 

c. Memanggill  saksil  untukl  didengarl  kesaksiannya 

d. Memanggill  pihakl  terkaitl  untukl  memberil  keteranganl  secaral  tertulisl   

 
9

l  SD.l  Fujil  Satriol  nurl  Hadil  andl  Hasibuan,l  “Analisisl  Pembongkaranl  Jenazahl  Dalaml  Prespektifl  Kedokteranl  

Forensikl  Untukl  Melakukanl  Otopsil  Yangl  Kedua,”l  Jurnall  Prol  Justitial  (JPJ)l  3,l  no.l  2l  (2022):l  1–16,l  

https://doi.org/10.57084/jpj.v3i2.904. 
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e. Mendatangkanl  ahlil  dalaml  hubunganl  penyelidikan10 

3. Kematianl  Tidakl  Wajarl  dalaml  kasusl  tindakl  pidana 

Membunuhl  berasall  daril  katal  “bunuh”l  yangl  memilikil  artil  menghilangkanl  nyawal  

seseorang,l  terdapatl  dual  jenisl  pembunuhanl  yaitul  pembunuhanl  yangl  disengajal  danl  

pembunuhanl  kesalahan.l  Pembunuhanl  sengajal  berartil  perbuatanl  yangl  dilakukanl  denganl  

kekerasanl  denganl  tujuanl  untukl  menyakitil  seseorangl  danl  menghilangkanl  nyawal  seseorang,l  

pembunuhanl  kesalahanl  adalahl  perbuatanl  ataul  tindakanl  yangl  mengakibatkanl  kematianl  tanpal  

dilakukanl  penganiayaan11,l  pembunuhanl  langsungl  dilakukanl  tanpal  melakukanl  kekerasanl  ataul  

penyiksaanl  kepadal  korban.l  Autopsil  digunakanl  untukl  memeriksal  tubuhl  seseorangl  untukl  

mengetahuil  penyebabl  pastil  kematianl  seseorang,l  padal  kematianl  mendadakl  (suddenl  

unexpectedl  death)l  ataul  kematianl  tanpal  saksil  (unwitnessedl  death)l  saatl  seseorangl  mengalamil  

kematianl  tidakl  adal  orangl  yangl  bersamanya,l  apakahl  kematianl  tersebutl  benar-benarl  kematianl  

alamil  ataul  terdapatl  tindakl  pidanal  sehinggal  perlul  dilakukanl  penyelidikanl  danl  penyidikanl  

untukl  pembuktian. 

Kematianl  akibatl  tindakl  pidanal  dapatl  dlihatl  daril  adanyal  bekasl  lebaml  diareal  tubuh,l  

sayatanl  ataul  goresanl  danl  lukal  padal  tubuhl  mayatl  ataul  dilakukanl  autopsil  forensikl  untukl  

mengetahuil  lukal  dalaml  tubuhl  korban,l  denganl  tidakl  dilakukannyal  autopsil  forensikl  padal  

kematianl  yangl  tidakl  wajarl  berpotensikl  menjadil  celahl  pelakul  tindakl  pidanal  untukl  tetapl  bebasl  

danl  tidakl  bertanggungl  jawabl  atasl  perbuatannya,l  pelakul  tidakl  akanl  mendapatl  hukumanl  yangl  

setimpall  atasl  perbuatannyal  yangl  denganl  sengajal  maupunl  tidakl  sengajal  menghilangkanl  nyawal  

korban.l  Penyebabl  kematianl  secaral  alamil  yaitul  salahl  satunyal  diakibatkanl  olehl  suatul  penyakit,l  

danl  kematianl  tidakl  wajarl  adalahl  kematianl  yangl  dilakukanl  olehl  manusial  sepertil  adanyal  

pemukulanl  berulangl  denganl  menggunakanl  bendal  tumpull  ataul  bendal  tajam,l  ledakan,l  

tembakan12.l  Padal  faktanyal  terdapatl  kasusl  Dimanal  kematianl  korbanl  dibuatl  seolah-olahl  

kehilanganl  nyawal  akibatnl  kecelakaanl  tunggall  ataul  korbanl  melakukanl  bunuhl  diri,l  namunl  

Ketikal  dilakukanl  penyelidikanl  ditemukanl  faktal  bahwal  kecelakaanl  tersebutl  telahl  direncakanl  

olehl  orangl  lainl  yangl  denganl  sengajal  membuatl  reml  padal  kendaraanl  tersebutl  tidakl  berfungsil  

sehinggal  menyebabkanl  kecelakaanl  ataul  padal  kemtainl  bunuhl  diril  yangl  dibuatl  sepertil  korbanl  

 
10

l  Indral  Makie,l  Fungsil  Otopsil  Forensikl  danl  Kewenanganl  Kepolisianl  Republikl  Indonesial  Berdasarkanl  KUHAP,l  

Ejournall  Fakultasl  Hukuml  Unsratl  (2016),l  hall  141 
11

l  Yukel  N.l  Langie,l  Djemil  Tomuka,l  andl  Erwinl  G.l  Kristanto,l  “Peranl  Visuml  Etl  Repertuml  Dalaml  Penegakanl  

Hukuml  Pidanal  Padal  Kasusl  Kematianl  Tidakl  Wajarl  Dil  Kotal  Manado,”l  Jurnall  Biomedikl  (Jbm)l  7,l  no.l  1l  

(2015):l  48–53,l  https://doi.org/10.35790/jbm.7.1.2015.7292. 
12

l  Supiantol  Muhammadl  Afifull  Jauhani,l  Yogal  Wahyul  Pratiwi,l  “Autopsil  Forensikl  Sebagail  Upayal  Mencapail  

Kepastianl  Hukuml  Padal  Kasusl  Kematianl  Tidakl  Wajar”l  2,l  no.l  Aprill  (2023):l  71–88. 
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melakukanl  bunuhl  diril  padahall  mayatl  adalahl  korbanl  tindakl  pidanal  pembunuhan.l  Kematianl  

alamil  dalaml  beberarapal  literaturl  kedokteranl  memilikil  artil  sebagail  kematianl  terkaitl  tubuhl  

internall  yangl  tidakl  disebabkanl  olehl  faktorl  eksternal, 

Selainl  penggunaanl  kekerasanl  dalaml  kasusl  kematianl  tidakl  wajar,l  penggunaanl  zatl  

berbahayal  bagil  tubuhl  untkl  melakukanl  pembunuhanl  termasukl  tindakl  pidanal  salahl  satunyal  

penggunaanl  racunl  yangl  dicampurl  kedalaml  makananl  ataul  minumanl  korbanl  danl  

mengakibatkanl  hilangnyal  nyawa.l  Dalaml  KUHAPl  tidakl  dijelaskanl  mengenail  batasl  daril  

keracunanl  (kadarl  racunl  yangl  beradal  dalaml  tubuh),l  dalaml  pembuktianl  kasusl  keracuanl  sebagail  

tindakl  pidanal  banyakl  hall  yangl  harusl  dibuktikanl  danl  dalaml  prosesl  tersebutl  diperlukanl  dokterl  

untukl  melakukanl  autopsil  forensik13: 

a. Buktil  hukuml  (legally)l  buktil  hukuml  yangl  dapatl  diterimal  dipengadilanl  bergantungl  

keaslianl  buktil  tersebut 

b. Pembuktianl  motifl  keracunan 

c. Kondisil  yangl  membuktikanl  dapatl  diperolehnyal  racunl  sepertil  adanyal  resep,l  tokol  obatl  

ataul  tookl  yangl  menyediakanl  racunl  sepertil  sianidal  danl  diperjuall  belikanl  secaral  bebasl  

tanpal  adanyal  pengawasan 

d. Bukti-buktil  padal  korban,l  kebiasaanl  korban,l  gangguanl  kepribadian,l  kondisil  kesehatanl  

danl  penyakitl  danl  kesempatanl  kapanl  racunl  tersebutl  digunakan 

e. Buktil  kesengajaan,l  sengajal  menggunakanl  racunl  denganl  tujuanl  untukl  menghilangkanl  

nyawal  seseorang 

Melakukanl  investigasil  kematianl  akibatl  keracunan: 

a. Mengumpulkanl  keteranganl  riwayatl  keracunan 

b. Analisisl  toksilogi,l  toksilogil  adalahl  ilmul  yangl  digunakanl  untukl  menganalisisl  

kandunganl  racunl  atasl  dugaanl  adanyal  tindakl  pidana 

c. Interprestasil  terhadapl  hasill  analisisl   

4. Buktil  Elektronikl  dalaml  Prosesl  Pembuktian 

Penggunaanl  alatl  buktil  elektronikl  dalaml  tindakl  pidanal  khusunyal  pembunuhanl  

dapatl  membantul  prosesl  penyidikan,l  salahl  satunyal  adalahl  alatl  buktil  berupal  

rekamanl  videol  yangl  diperolehl  daril  CCTV.l  Adanyal  undang-undangl  yangl  mengaturl  

mengenail  alatl  buktil  elektronikl  tapil  dalaml  prakteknyal  penggunaanl  alatl  buktil  

elektronikl  masihl  beluml  jelasl  validasinya.l  Terdapatl  beberapal  kriterial  danl  syaratl  

 
13

l  Muhamadl  Herol  Soepenol  Puputl  Gabriellal  Kumean,l  Rodrigol  F.Elias,l  “Fungsil  Kedokteranl  Forensikl  Padal  

Tindakl  Pidanal  Pembunuhanl  Menggunakanl  Zatl  Berbahaya,”l  2022. 
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khususl  untukl  alatl  buktil  elektronikl  dapatl  digunakanl  dalaml  tindakl  pidana,l  terdapatl  

beberapal  faktorl  penghambatl  dalaml  pembuktianl  perkaral  tindakl  pidana: 

1) Faktorl  hukum,l  penggunaanl  rekamanl  seringl  tidakl  dianggapl  alatl  buktil  yangl  

sahl  sesuail  dalaml  KUHAP,l  sehinggal  buktil  rekamanl  videol  hanyal  dianggapl  

sebagail  buktil  pendukungl  sepertil  Verl  untukl  hakiml  dalaml  memberil  putusan.l  

Kasusl  tindakl  pidanal  terutamal  pembunuhan,l  peerkosaanl  danl  KDRTl  sangatl  

sulitl  untukl  mencaril  alatl  buktil  danl  saksi,l  sehinggal  rekamanl  videol  CCTVl  

menjadil  alatl  buktil  yangl  berharga. 

2) Faktorl  nonl  hukum, 

a. Orisinill  ataul  pengeditan,l  adanyal  kemungkinanl  bahwal  rekamanl  CCTVl  telahl  

mengalamil  editingl  adanyal  penguranganl  ataul  penambahanl  dalaml  videol  yangl  

sebenarnyal  tidakl  adal  saatl  tindakl  pidanal  terjadil  ataul  penghilanganl  bagianl  

pentingl  yangl  mengungkapl  tindakl  pidanal  yangl  dilakukanl  olehl  pelakul  ataul  

pihakl  tertentul  yangl  merugikanl  korban. 

b. Kualitasl  rekaman,l  hasill  rekamanl  videol  daril  kameral  CCTVl  kualitasl  yangl  

jelasl  sehinggal  pelakul  diidentifikasil  ataul  kejadianl  tindakl  pidanal  kurangl  

terlihat,l  penempatanl  posisil  kameral  yangl  terlalul  jauhl  ataul  kameral  terhalangl  

olehl  objekl  jugal  menjadil  kendalal  saatl  menggunakanl  videol  rekamanl  CCTV. 

c. Perusakan,l  pelakul  yangl  mengetahuil  letak-letakl  kameral  CCTVl  cenderungl  

akanl  melakukanl  perusakanl  ataul  mematikanl  sambunganl  listrikl  terhadapl  

kameral  untukl  menghilangkanl  barangl  buktil  danl  agarl  tindakannyal  tidakl  dapatl  

dilacak.14 

Dalaml  KUHAP,l  terdapatl  istilahl  alatl  buktil  danl  barangl  buktil  untukl  menanganil  

suatul  kasusl  tindakl  pidana,l  barangl  buktil  tidakl  disebutkanl  sebagail  salahl  satul  alatl  

buktil  yangl  sah.l  Barangl  buktil  sepertil  narkotikal  yangl  digunakanl  ataul  diperjuall  

belikan,l  senjatal  apil  danl  senjatal  tajaml  yangl  digunakanl  untukl  menghilangkanl  

nyawal  ataul  mengancaml  seseorangl  termasukl  kedalaml  buktil  pentingl  untukl  

menjatuhkanl  pidanal  terhadapl  seseorang.l  Dalaml  Bahasal  Indonesial  penggunaanl  

istilahl  barangl  buktil  merujukl  kepadal  suatul  barangl  ataul  benda,l  contohl  baranngl  

buktil  dalaml  perkaral  pidana: 

 
14

l  Muhammadl  Helmawansyah,l  “PENGGUNAANl  BARANGl  BUKTIl  ELEKTRONIKl  YANGl  DIJADIKANl  ALATl  

BUKTIl  DALAMl  PERKARAl  PIDANA,”l  2014. 
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a. Barangl  yangl  digunakanl  untukl  melakukanl  tindakl  pidana,l  sepertil  senjatal  api,l  

senjatal  tajam,l  balokl  kayul  yangl  berfungsil  untukl  melukail  korban 

b. Barangl  yangl  merupakanl  hasill  suatul  tindakl  pidana 

c. Bendal  yangl  menjadil  objekl  dalaml  tindakl  pidana15 

d. Bendal  yangl  menjadil  tujuanl  daril  dilakukannyal  suatul  tindakl  pidana 

e. Bendal  yangl  dihasilkanl  daril  tindakl  pidana 

f. Bendal  tersebutl  dapatl  memberil  keteranganl  bagil  penyelidikanl  tindakl  pidana,l  

berupal  gambarl  ataul  rekamanl   

Visuml  etl  Repertuml  hanyal  dapatl  dibuatl  olehl  dokterl  danl  telahl  disumpahl  jabatan,l  membantul  jaksal  

dalaml  menentukanl  dakwaanl  yangl  akanl  didakwahkanl  untukl  mencaril  kebenaranl  materiil.l  Padal  

kenyataanl  banyakl  masyarakatl  yangl  beluml  mengetahuil  pentingnyal  melakukanl  autopsil  forensikl  untukl  

mengetahuil  sebabl  kematianl  korbanl  tindakl  pidanal  yangl  mengalamil  lukal  ataul  kematian.l  Dalaml  

perspektifl  hukuml  acaral  pidanal  pengertianl  mengenail  pembuktianl  mencakup:l  hakim,l  penuntutl  umum,l  

terdakwa,l  danl  penasihatl  hukuml  semual  terikatl  olehl  ketentuanl  acaral  danl  penilaianl  alatl  bukti,l  selainl  

yangl  ditentukanl  olehl  undang-undangl  terdakwal  tidakl  dapatl  memaksal  membenarkanl  sesuatul  yangl  

diyakininya.16
l  Keteranganl  ahlil  adalahl  keteranganl  yangl  diberikanl  didepanl  persidanganl  sesuail  

denganl  keahliannyal  hall  tersebutl  dijelaskanl  dalaml  pasall  186l  danl  pasall  1l  butirl  28l  KUHAP,l  danl  

visuml  etl  repertuml  termasukl  dalaml  alatl  buktil  suratl  dibuatl  olehl  seseorangl  yangl  ahlil  dalaml  

bidangl  medisl  danl  tidakl  disampaikanl  secaral  langsungl  dipersidanganl  melainkanl  melaluil  sebuahl  

laporanl  tertulisl  tentangl  hasill  pengamatanl  ataul  pemeriksaanl  medisl  terhadapl  korban,l  dibuatl  

olehl  pejabatl  berwenangl  danl  harusl  disumpahl  saatl  pembuatanl  visuml  etl  repertum. 

Barangl  buktil  yangl  dapatl  dilakukanl  pemeriksaanl  olehl  laboratoriuml  forensikl  polri: 

a. Bidangl  fisikal  forensik 

1) Deteksil  kebohonganl  (polygrapgh) 

2) Analisal  suaral  (voicel  analyzee) 

3) Perangkatl  elektronikl  (telekomunikasi,l  computer)l  berupal  buktil  digital 

4) Pembakaranl  /l  kebakaran 

5) Bekasl  jejak,l  bekasl  alat,l  pecahanl  kaca/keramik 

b. Pemeriksaanl  bidangl  kimia 

1) Pemalsuanl  produkl  industri 

 
15l  Richardl  Lokas,l  “BARANGl  BUKTIl  DANl  ALATl  BUKTIl  DALAMl  KITAl  UNDANG-UNDANGl  

HUKUMl  ACARAl  PIDANA”l  III,l  no.l  9l  (2015):l  124–29. 
16l  Ahmadl  Sholikhinl  Rusliel  Athayal  Novital  Andryantol  Putri,l  “Visuml  etl  Repertuml  Sebagail  Alatl  

Buktil  Dalaml  Tindakl  Pidanal  Kekerasanl  Dalaml  Rumahl  Tangga”l  3,l  no.l  1l  (2021):l  122–28,l  

https://doi.org/10.22225/ah.3.1.2021.122-128. 
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2) Pencemaranl  lingkungan 

3) Narkotika,l  psikotropika,l  zatl  adiktif 

4) Bahanl  kimial  organicl  danl  anorganik 

5) Darah,l  urine,l  cairanl  tubuh17 

Korbanl  adalahl  merekal  yangl  menderital  jasmaniahl  danl  rohaniahl  sebagail  akibatl  

daril  tindakanl  orangl  lainl  yangl  mencaril  pemenuhanl  kepentinganl  diril  sendiril  ataul  

orangl  lainl  yangl  bertentanganl  denganl  kepentinganl  hakl  asasil  pihakl  yangl  dirugikan.l  

Dalaml  Deklarasil  Universall  Hakl  hakl  Asasil  Manusial  (DUHAM),l  menjelaskanl  

mengenail  hakl  yangl  diperolehl  olehl  setiapl  wargal  negaral  sejakl  dalaml  kandunganl  

danl  hakl  tersebutl  tidakl  dapatl  diambil,l  dipindahl  maupunl  dihilangkanl  darinya.l  setiapl  

orangl  berhakl  melindungil  nyawanyal  daril  ancamanl  fisikl  maupunl  kegiatanl  yangl  

membahayakanl  nyawanya.l  Hakl  keluargal  merupakanl  hakl  yangl  melekatl  padal  diril  

seseorangl  sejakl  awall  dilahirkanl  yangl  berlakul  seumurl  hidup. 

Artil  pembuktianl  dilihatl  daril  hukuml  acaral  pidana,l  sebuahl  ketentuanl  yangl  

membatasil  sidangl  pengadilanl  dalaml  tujuanl  mencaril  danl  mempertahankanl  

kebenaran,l  yangl  dilakukanl  olehl  hakin,l  penuntutl  umum,l  terdakwal  ataul  penasehatl  

hukum,l  semual  terikatl  olehl  ketentuanl  tatal  caral  danl  penialainl  alatl  buktil  sesuail  

dalaml  undang-undang.l  Dalaml  penggunaanl  alatl  buktil  tidakl  bolehl  bertentanganl  

denganl  undang-undang,l  jikal  majelisl  hakiml  akanl  mengambill  Keputusanl  jatuhanl  

hukumanl  kepadal  terdakwal  makal  harusl  melihatl  bukti-buktil  yangl  ditemukan18.l  

Dalaml  hall  penyidikl  menentukanl  seseorangl  berstatusl  sebagail  tersangka,l  setidaknyal  

penyidikl  harusl  mempunyail  alatl  pembuktianl  permulaan,l  padal  peraturanl  Kapolril  

No.Pol.Skep/1205/IX/2000l  tentangl  Pedomanl  Administrasil  Penyidikaml  Tindakl  Pidanal  

menjelaskanl  mengenail  buktil  permulaanl  yangl  cukupl  adalahl  alatl  buktil  untukl  

mendugal  adanyal  suatul  tindakl  pidanal  denganl  syaratl  minimall  terdapatl  satul  laporanl  

polisil  danl  satul  alatl  buktil  yangl  sahl  sesuail  dalaml  pasall  184l  KUHAP. 

Dalaml  tindakl  pidanal  terdapatl  beberapal  jenisl  alatl  buktil  yangl  sahl  dalaml  

pasall  184l  KUHAP,l  keteranganl  ahli,l  keteranganl  saksi,l  surat,l  petunjukl  danl  

keteranganl  terdakwa,l  sekurangnya-kurangnyal  diperlukanl  2l  (dua)l  alatl  buktil  yangl  

 
17

l  Yurinal  Ningsil  Eato,l  “KEABSAHANl  ALATl  BUKTIl  DANl  BARANGl  BUKTIl  PADAl  PERKARAl  PIDANA”l  7,l  no.l  

2l  (2020):l  75–82. 
18

l  Bastiantol  Nugroho,l  “Perananl  Alatl  Buktil  Dalaml  Perkaral  Pidanal  Dalaml  Putusanl  Hakiml  Menurutl  Kuhap,”l  

Yuridikal  32,l  no.l  1l  (2017):l  17,l  https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4780. 
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sahl  agarl  alatl  buktil  tersebutl  dapatl  digunakanl  selamal  prosesl  pembuktianl  dil  

pengadilan,l  selainl  menunjukkanl  sekurang-kurangnyal  dual  alatl  buktil  dalaml  memberil  

keteranganl  saksil  harul  berjumlahl  palingl  sedikitl  2l  (dua)l  orangl  karenal  satul  saksil  

sajal  tidakl  dapatl  dianggapl  sebagai,l  jikal  salahl  satul  saksil  tidakl  disumpahl  tetapil  

tetapl  memberil  keteranganl  yangl  samal  denganl  saksil  lain,l  keteranganl  tersebutl  tidakl  

dapatl  digunakanl  dalaml  prosesl  pengadilanl  hall  inil  diaturl  dalaml  pasall  185l  KUHAP. 

Pembutkianl  tindakl  pidanal  dalaml  kasusl  yangl  didugal  dan/ataul  kematianl  tidakl  

wajarl  perlul  dilakukanl  penyelidikanl  lebihl  lanjutl  denganl  menggunakanl  autopsil  

forensik,l  jikal  korbanl  tidakl  memilikil  lukal  padal  luarl  tubuhl  untukl  lebihl  

memperjelasl  sebabl  kematianl  tetapl  dilakukanl  autopsil  untukl  mengetahuil  apakahl  adal  

lukal  dalam,l  racunl  ataul  zatl  berbahayal  yangl  menyebabkanl  kematianl  korban.l  Kasusl  

tidakl  pidanal  tidakl  hanyal  seputarl  pembunuhanl  tetapil  jugal  adanyal  kekerasanl  dalaml  

rumahl  tangga,l  korbanl  jugal  perlul  melakukanl  visuml  sebagail  pembuktianl  bahwal  

tindakl  pidanal  tersebutl  benarl  terjadil  danl  tidakl  hanyal  kekerasanl  verball  (ucapanl  

kasar)l  adanyal  kekerasanl  fisikl  kepadal  korban. 

Suratl  permintaanl  penyidikl  berupal  permohonanl  dalaml  pembuatanl  visuml  etl  

repertuml  yangl  ditujukanl  kepadal  pelayananl  Kesehatanl  untukl  korbanl  tindakl  pidanal  

dalaml  keadaanl  hidupl  maupunl  mati,l  instansil  kepolisianl  bertanggungl  jawabl  penuhl  

dalaml  prosesl  pembuatanl  visuml  etl  repertuml  dalaml  penyidikanl  perkaral  tindakl  

pidanal  kejahatanl  terhadapl  nyawal  ataul  tubuhl  seseorang.19l  Dokterl  jugal  dapatl  

dikenail  ancamanl  pidanal  jikal  menolakl  perintahl  ataul  permintaanl  peyidikl  ataul  

pegawail  negeril  yangl  bertugasl  dalaml  hall  inil  pelaksanaanl  autopsil  forensikl  termasukl  

dalaml  perintahl  undang-undang. 

Pemalsuanl  adalahl  kejahatanl  yangl  dilakukanl  tanpal  adanyal  persetujuanl  korbanl  

ataul  pelakul  danl  pemalsul  dapatl  dituntutl  pertanggungjawabanl  pidana,l  dalaml  hall  

inil  pemalsuanl  yangl  dilakukanl  adalahl  pemalsuanl  terhadapl  hasill  autopsil  forensik.l  

Dalaml  pengunaanl  alatl  buktil  terutamal  padal  alatl  buktil  elektronikl  berupal  rekamanl  

videol  ataul  suara,l  suratl  sangatl  rentanl  mengalamil  pemalsuan.l  Rekamanl  videol  

ataupunl  suaral  dapatl  dilakukanl  editl  untukl  mengurangataul  menghilangkanl  beberapal  

bagianl  penting,l  hall  inil  termasukl  penghilanganl  alatl  danl  baranl  bukti,l  termasukl  

alatl  buktil  suratl  berupal  VeRl  jikal  adanyal  keteranganl  yangl  tidakl  sesuail  denganl  

 
19

l  Y.A.l  Trianal  Ohoiwutun,l  “Urgensil  Bedahl  Mayatl  Forensikl  Dalaml  Pembuktianl  Tindakl  Pidanal  Pembunuhanl  

Berencana,”l  Jurnall  Yudisiall  9,l  no.l  1l  (2016):l  73–92. 
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faktal  selamal  autopsil  dilakukanl  makal  akanl  menimbulkanl  kerugianl  terhadapl  korbanl  

danl  dokterl  yangl  melakukanl  pemalsuanl  tersebutl  dapatl  dijatuhil  sanksi 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

KUHPl  danl  KUHAPl  mengaturl  mengenail  alatl  buktil  danl  barangl  bukti,l  

terdapatl  limal  jenisl  alatl  buktil  yangl  dianggapl  sahl  dalaml  pasall  184l  ayatl  (1)l  

KUHAPl  yaitul  keteranganl  saksi,l  keteranganl  ahli,l  surat,l  petunjuk,l  meteranganl  

terdakwa.l  Dalaml  kasusl  kematianl  tidakl  wajarl  yangl  didugal  disebabkanl  karenal  

peristiwal  pidana,l  posisil  autopsil  forensikl  padal  umumnyal  dimulail  padal  prosesl  

penyelidikanl  perkaral  olehl  penyidikl  Polri.l  Manfaatl  autopsil  forensikl  dalaml  kasusl  

dugaanl  kematianl  tidakl  wajar,l  berperanl  pentingl  bagil  penyidikl  dalaml  memutuskanl  

melanjutkanl  ataul  menghentikanl  prosesl  penyidikanl  perkara,l  selainl  mengunakanl  

autopsil  mencaril  alatl  buktil  danl  barangl  buktil  lainl  jugal  menjadil  tujuanl  penyidikl  

untukl  menentukanl  tersangka.l  Sidikl  jari,l  jejakl  kaki,l  barangl  yangl  digunakanl  pelakul  

untukl  melakukanl  tindakl  pidanal  akanl  menjadil  alatl  buktil  yangl  pentingl  untukl  

mencaril  kebenaranl  materiil.l  Jikal  pelakul  telahl  diketahuil  sebeluml  dilakukannyal  

visuml  makal  visuml  dapatl  digunakanl  sebagail  buktil  penguatl  bahwal  pelakul  benarl  

melakukanl  tindakl  pidada,l  jikal  pelakul  belul  ditenmukanl  danl  kematianl  tidakl  secaral  

lamiahl  makal  visuml  digunakanl  sebagail  alatl  buktil  bahwal  kematiannyal  tidakl  secaral  

alamiah.20 

Pembuktianl  kematianl  tidakl  wajarl  danl  kematianl  alamil  dapatl  dilihatl  melaluil  

beberapal  perbedaanl  sepertil  apakahl  orangl  tersebutl  (mayat)l  memilikil  riwayatl  

penyakitl  beratl  penyakitl  jantung,l  kanker,l  pecahl  pembuluhl  darahl  ataul  pernahl  

mengalamil  kecelakaanl  beratl  sehinggal  harusl  menjalanil  operasi,l  korbanl  kecelakaan.l  

Jikal  padal  dasarnyal  korbanl  tidakl  memilikil  riwayatl  penyakitl  yangl  memungkinanl  

menyebabkanl  kematian,l  melakukanl  visuml  akanl  memberil  penjelasanl  lebihl  rincil  

sebabl  kematian,l  denganl  melakukanl  pengecekanl  terhadapl  bagianl  dalaml  mayatl  

dapatl  ditemukanl  faktal  apakahl  adal  upayal  pembunuhanl  yangl  dilakukanl  terhadapl  

mayat.l  pasall  267l  KUHPl  ayatl  (1)l  yangl  menjelaskanl  bahwal  “jikal  seorangl  dokterl  

 
20

l  Katsubi,l  “Fungsil  Bedahl  Mayatl  Forensikl  (Autopsi)l  Untukl  Mencaril  Kebenaranl  Materiill  Dalaml  Suatul  

Tindakl  Pidana,”l  Spektruml  Hukuml  13,l  no.l  1l  (2016). 
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denganl  sengajal  memberil  keteranganl  palsul  tentangl  adal  ataul  tidaknyal  penyakit….l  

diancaml  denganl  pidanal  penjaral  palingl  lamal  empatl  tahun”. 

Saran 

Tindakl  pidanal  terutamal  pembunuhanl  sangatl  sulitl  untukl  mencaril  alatl  danl  

barangl  buktil  sertal  saksi,l  adanyal  prioritasl  perlindunganl  terhadapl  korbanl  hidup,l  

keluargal  korbanl  danl  saksil  daril  ancamanl  pihakl  pelaku.l  Menerimal  buktil  berupal  

rekamanl  videol  daril  CCTV,l  kameral  dashboardl  mobil,l  maupunl  pesanl  ancamanl  

yangl  dikiriml  melaluil  handphonel  sebagail  salahl  satul  buktil  yangl  sahl  danl  dapatl  

digunakanl  hakiml  untukl  mempertimbangkanl  putusanl  pidana,l  menambahl  masal  

hukumanl  kepadal  pelakul  yangl  mencobal  melarikanl  diri,l  berupayal  menghilangkanl  

barangl  bukti.l   

Penggunaanl Auotpsi Forensikl  menjadil  hall  yangl  pentingl  dalaml  membantul  

mengungkapl  sebabl  terjadinyal  kematianl  korban,l  polisil  sebagail  salahl  aparatl  penegakl  

hukuml  seharusnyal  memberikanl  sosialisasil  pentingnyal  dilakukanl  autopsi.l  Indonesial  

sebagail  negaral  hukuml  seharusnyal  mempunyail  Lembagal  independenl  yangl  berfokusl  

menanganil  kasusl  yangl  berkaitanl  denganl  autopsil  forensik. 
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